
Menimbang 

Meng ngat 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NOMOR · 14 TAHUN 2005 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

TAHUN ANGGARAN 2005 

BUPATIKAPUAS 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belan1a Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupatr Kapuas tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Undang-Undang Nomo, 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Ka ·mantan (Lembaran Negara 

R pt.bl k lndcne~.::? Tah~r. 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomcr 1820); 



2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lemb~ran Negara Nomor 4048); 

4 . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ; 

5 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3851) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

8 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T ahun 

2004 ..Jomo 125. tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

10 Undan!=!•Undar 

( I mb r n N 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan D r h 

Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republlk I ndonesi 

Tahun 2000 Nomor 4021) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 

12. Pera uran Pernerintah omor 105 Tahun 2000 entang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan D, r h 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) 

13. Pera tu ran Pemerintah Nornor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Dae rah (Lembaran Negara Republ ik lndonesi I I u, 
2000 t-:Jomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lernb r 11 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4027); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Ke pal O· 1 h 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur ' 001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor4138) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesi I I un 

2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakil ky t 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 441 ): 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendap I n 

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapa1 , 

Bclanja Oaerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae1, 11 r 



Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini 

Pasal 3 

ampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Pasal 4 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyc: 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
Pa 

AH KABUPATEN KAPUAS 

KIYO A. A 

RAH KABUPATEN KAPUAS 
NOMOR: 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

Kuala Kapuas 

19 01-:Toe.ER 2005 


